
 

152 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

A. Buku 

Alfitra, 2012, Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana, Jakarta: 

Raih Asa Sukses. 

Amirudin dan Asikin Z., 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: 

PT Raja Grafindo Persada. 

Arief, M Irsan, 2022, Pertanggungjawaban atas Kerugian Keuangan Negara 

dalam Perspektif Hukum Administrasi, Perdata/Bisnis, dan Pidana/ 

Korupsi, Jakarta: Mekar Cipta Lestari. 

Arief, Barda Nawawi, 2008, Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar 

Pengadilan, Semarang: Pustaka Magister. 

Bakhri, Syaiful, 2009, Pidana Denda dan Korupsi, Jakarta: Total Media. 

Brithwaite, John, 2002, Restorative Justice and Responsive Regulations, 

Oxford: University Press. 

Bryan, A. Garner, 2014, Black’s Law Dictionary With a Guide to 

Pronunciation, Cet. 10, St. Paul: West Publishing. 

Breslow, Sarah, 2013, Pleading Guilty to Death: Protecting the Capital 

Defendant's Sixth Amendment Right to A Jury Sentencing After Entering 

a Guilty Plea, 98 Cornell L. Rev. 1245. 

Burhanuddin, ST, 2021, Keadilan Restoratif Dalam Bingkai Hati Nurani, 

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pancasila. 

Burt Galaway dan Joe Hudson, 1990, Criminal Justice, Restitution and 

Reconciliation (Criminal Justice)., Monsey, NY: Criminal Justice Press. 

Dewi, DS dan A. Syukur Fatahillah, 2011, Mediasi Penal: Penerapan 

Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia, Depok: Indie 

Publishing. 

Eriyanto, Wahid, 2009, Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional 

dalam Hukum Pidana, Jakarta: Universitas Trisakti. 

Ermansyah, Djaja, 2008, Memberantas Korupsi Bersama KPK, Jakarta: Sinar 

Grafika. 

Fletcher, George P., 1996, Basic Concept of Legal Thought, Oxford: Oxford 

University Press. 

Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Minor Melalui Penerapan Prinsip Keadilan
Restoratif
Suyanto Reksasumarta, Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2024 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



153 

 

Gunarto, Marcus Priyo dan Sudrajat, W., 2018, Dekonstruksi Putusan Bebas 

& Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum, Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar. 

______,  Hiariej, Eddy OS., Krisnawati, D, 2006, Bungai Rampai Hukum 

Pidana Khusus, Jakarta: Pena Pundi Aksara. 

Handbook on Restorative Justice Programme, New York: United Nations, 

2006. 

Hutauruk, Rufinus Hotmalana, 2013, Penanggulangan Kejahatan Korporasi 

Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum. Jakarta: Sinar 

Grafika. 

Hiariej, Eddy O.S. dan Gunarto, Marcus Priyo, 2015, Prinsip-Prinsip Hukum 

Pidana, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 

______, 2009, Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana, 

Yogyakarta: Erlangga (PT Gelora Aksara Pertama). 

______, 2019, United Nations Convention Against Corruption Dalam Sistem 

Hukum Indonesia, Mimbar Hukum: Volume 31, Nomor 01, Feb. 2019. 

______, 2016, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta: Cahaya Atma 

Pustaka. 

Kejaksaan RI, 2021, Laporan Hasil Rapat Kerja Kejaksaan Republik 

Indonesia Tahun 2021, Jakarta: Kejaksaan Agung. 

Mansur, Dikdik M. Arief & Gultom, Elisatris, 2007, Urgensi Perlindungan 

Korban Kejahatan,  Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 

Marzuki, Peter Mahmud, 2007, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group. 

Mertokusumo, Sudikno, 2006, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: 

Liberty. 

Miceli, Thomas J., 1997, Economics of the Law: Torts, Contracts,  Property, 

Litigation, New York: Oxford University Press. 

Mihardja, Ranu dan Kholis, Efi Laila, 2023, Oknum Penegak Hukum Kok 

Korupsi?, Jakarta: Balai Pustaka. 

Mudzakir, 2013, Analisis Restorative Justice: Sejarah, Ruang Lingkup, dan 

Penerapannya, Jakarta. 

Muhammad, Abdulkadir, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT 

Citra Aditya Bakti, Cet.1. 

Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Minor Melalui Penerapan Prinsip Keadilan
Restoratif
Suyanto Reksasumarta, Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2024 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



154 

 

Muladi, 2002, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Universitas 

Diponegoro. 

Mulyadi, Lilik, 2015, Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana 

Indonesia, Bandung: PT. Alumni. 

Mushadi, 2007, Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia, Semarang: 

Walisongo Mediation Center. 

Nelson, Feby Mutiara, 2020, Plea Bargaining & Deffered Prosecution 

Agreement dalam Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Cet 1. Sinar Grafika.  

Nurdjana, IGM, 2010, Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi, 

Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum, Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar. 

Packer, Hebert L, 1968, The Limits of The Criminal Sanction, California: 

Stanford University Press. 

Regina Rauxloh, 2012, Plea Bargaining in National and International Law, 

London: Routledge, 2012. 

Serious Fraud Office & Crown Prosecution Service, Tanpa Tahun, Deffered 

Prosecution Agreements Code of Practice. 

Siahaan, R. Onggala, 2014, Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi yang Nilai 

Kerugian Keuangan Negaranya Kecil. 

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, S, 2009, Penelitian Hukum Normatif, 

Jakarta: Raja Grafindo Persada. 

Subekti, R., 1991, Hukum Pembuktian, Jakarta: Pradnya Paramitha. 

Tanzi, Vito, 1995, Corruption, Arm’s Length Relationship, and Markets In the 

Economics of Organized Crimes, Cambridge University Press.  

______, 1998, Corruption Around the World: Causes, Consequences, Scope 

and Cures, International Monetary Fund Working Paper. 

UNODC, 2006, Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal 

Justice Handbook Series, UN New York. 

Waluyo, Bambang, 2006, Masalah Tindak Pidana & Upaya Penegakan 

Hukum, Jakarta: Sumber Ilmu, Cet. I. 

______, 2014, Victimologi: Perlindungan Korban & Saksi, Jakarta: Sinar 

Grafika. 

Wijayanto, Ridwan Zachrie, 2013, Korupsi Mengorupsi Indonesia, Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka Utama. 

Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Minor Melalui Penerapan Prinsip Keadilan
Restoratif
Suyanto Reksasumarta, Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2024 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



155 

 

World Bank, 1997, World Development Report – The State in Changing World, 

Washington, DC: World Bank. 

Zehr, Howard, 2002, The Little Book of Restorative Justice, Good Books, 

Intercourse, PA 17534. 

______, 1990, Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice, 

Scottdale, Pennsylvania Waterloo, Ontario; Herald Press. 

Zulfa, Eva Achjani, 2009, Keadilan Restoratif, Depok: Badan Penerbit 

Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 

 

B. Peraturan Perundang-undangan 

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945. 

__________.  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

__________.  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

__________. Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, LN. Nomor 

140 Tahun 1999, TLN Nomor 3874. 

__________. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

__________. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan 

Republik Indonesia. 

__________. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan 

Republik Indonesia. 

__________. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana. 

 

C. Jurnal dan Disertasi  

Adji, Indrianto Seno, 2021, Makalah Korupsi: Ekonomic Analysis of Law dan 

Perspektif Keadilan restoratif, Pusat Analisa Kebijakan Hukum dan 

Ekonomi (Center for Economic Analysis of Law and Policy). 

Adriansyah, Febrie, 2022, Makalah: Diskresi Jaksa Dalam Penghentian 

Perkara Pidana Korupsi: Antara Kepentingan Umum dan Keadilan 

Restoratif. 

Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Minor Melalui Penerapan Prinsip Keadilan
Restoratif
Suyanto Reksasumarta, Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2024 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



156 

 

Alkostar, Artidjo, 2012, Korupsi sebagai Extra Ordinary Crime, Makalah: 

Training Pengarusutamaan Pendekatan Hak Asasi Manusia Dalam 

Pemberantasan Korupsi di Indonesia Bagi Hakim Seluruh Indonesia, 

Santika Premiere Jogja, 18-21 November 2013. 

Drani,  Fuzi Narin, 2020, Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Unsur Kerugian 

Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Tesis: Universitas 

Gadjah Mada, Yogyakarta, 2020, <http://etd.repository.ugm.ac.id> 

diakses pada tanggal 12 Desember 2020. 

Dvannes, 2008, Restorative Justice Briefing Paper-2, Centre for Justice & 

Reconciliation, November 2008. 

Erinsyah, Ridhollah Agung, 2020, Pembaruan Hukum Pidana Melalui 

Keadilan Restoratif Dalam Pengembalian Kerugian Negara dari 

Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi. Thesis: Universitas 

Andalas. 

Fattah, Abdul, dkk, 2017, Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan 

Keuangan Negara Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, 

dalam Diponegoro Law Journal, Volume 6, Nomor 1. 

Hariman Satrian, 2018, Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan 

Pidana, Journal Media Hukum. Vol 25 No. 1, Juni 2018.  

Hiariej, Eddy O.S., 2019, United Nations Convention Against Corruption 

Dalam Sistem Hukum Indonesia, Mimbar Hukum: Volume 31, Nomor 1, 

Februari 2019. 

Haley, John O., 2011, Beyond Retribution an Integrated Approach to 

Restorative Justice, dalam Washington Journal of Law and Policy, 

Volume 36. 

Gunarto, Marcus Priyo, 2008, Kriminalisasi & Penalisasi dalam Rangka 

Fungsionalisasi Perda Pajak & Retribusi, Tesis: Program Doktor Ilmu 

Hukum Universitas Diponegoro Semarang. 

Hall, Susan C., 2012, Restorative Justice in the Islamic Penal Law. A 

Cintribution to the Global System, Duquesne University School of Law 

Research Paper, No. 2012-11. 

Karniasari, Arin, 2012, Tinjauan Teoritis, Historis, Yuridis Dan Praktis 

Terhadap Wewenang Jaksa Agung Dalam Mengesampingkan Perkara 

Demi Kepentingan  Umum.  Jakarta:  Tesis  Pada  Fakultas  Hukum  

Universitas  Indonesia  ProgramPascasarjana. 

Mudzakkir, 2010, Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah Tentang Analsisi 

Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana 

Kesusilaan, Kementerian Hukum dan HAM RI Badan Pembinaan 

Hukum Nasional. 

Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Minor Melalui Penerapan Prinsip Keadilan
Restoratif
Suyanto Reksasumarta, Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2024 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



157 

 

Muhtadi, Burhanuddin, 2019, Politik Uang dan New Normal dalam Pemilu 

Paska-Orde Baru, Jurnal Antikorupsi Integritas, 5 (1). 

Muladi, 2005, Konsep Total Enforcement dalam Pemberantasan tindak 

Pidana Korupsi, Makalah, Seminar Nasional Korupsi, Pencegahan dan 

Pemberantasannya, Lemhanas RI dan ADEKSI-ADKASI, Jakarta, 8 

Desember 2005. 

Nugroho, Rizki Dwi, 2021, Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi 

Sebagai Wujud Keadilan Restoratif. Thesis. Fakultas Syariah dan 

Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 

Pangaribuan, Piatur dan  Fitriadi, Agus, 2021, Analisis Yuridis Pengembalian 

Kerugian Keuangan  Negara Dalam Tahap Penyelidikan Dugaan Tindak 

Pidana Korupsi, Jurnal De Facto Vol. 7 No. 2 Januari 2021. 

Pratidina, Merry Fitri, 2022, Penerapan Ultimum Remidium Dalam Tindak 

Pidana Korupsi Melalui Pendekatan Keadilan Restorative Justice. Diss. 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang.  

Ramadhan, Choky R., 2013, Jalur Khusus & Plea Bargaining; Serupa Tapi 

Tak Sama, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum 

Universitas Indonesia (MaPPI FHUI). 

Rizal Mustansyir, 2018, Konsep Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Filsafat 

Pancasila Notonagoro, Skripsi: Univeritas Gajah Mada. 

Setyabudhi, Jusup Jacobus, Makalah Aspek Korban Dalam Pemberitaan Pers 

Tentang Korban, dalam Simposium Nasional Hukum Pidana dan 

Kriminologi Kerjasama Fakultas Hukum UNHAS dan MAHUPIKI, 

Makassar, tanggal 18-19 Maret 2013. 

Syahrin, M. Alvin, 2018, Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem 

Peradilan Pidana Terpadu, Majalah Hukum Nasional No. 1. 

Sharon Oded, Deffered Prosecution Agreements: Prosecutorial Balance in 

Times of Economic Meltdown, The Journal for Social Justice, Vol 2, 

(2011). 

Salsabila dan Slamet Tri Wahyudi, Peran Kejaksaan Dalam Penyelesaian 

Perkara Tindak Pidana Korupsi Menggunakan Pendekatan Restorative 

Justice, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 51 No.1, Januari 2022. 

Suharianto, Budi, 2016, Restorative Justice dalam Pemidanaan Korporasi 

Pelaku Korupsi demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Keuangan 

Negara, Jakarta: Kemenkumham, Volume 5, Nomor 3, Desember 2016. 

Suleiman, Naziru, 2017, Corruption Typology: A Review of Literature, 

Chinese Business Review, Feb. 2017, Vol. 16, No. 2, 102-108, 

University Utara Malaysia, Kedah. 

Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Minor Melalui Penerapan Prinsip Keadilan
Restoratif
Suyanto Reksasumarta, Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2024 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



158 

 

Supardi, 2022, Makalah: Integrasi Hukum Pidana Dengan Kebijakan 

Pembangunan. 

Umbreit, Mark, 2004, Family Group Conferencing: Implications for Crime 

Victims, The Center for Restorative Justice, University of Minnesota. 

Yuntho, 2014, Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik 

Tindak Pidan Korupsi, Hasil Penelitian Policy Paper Indonesian 

Corruption Watch 2014, diakses pada tanggal 1 Agustus 2020. 

Zumhana, Fadhil, 2015, Disertasi Doktor: Restorative Justice Sebagai Primum 

Remidium dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara, 

Surabaya: Universitas Airlangga 

 

D. Internet  

Eva Resia, 2022, Menakar Kebutuhan Penambahan Kapasitas Penjara, 

dipublikasikan melalui situs <https://www.djkn.kemenkeu.go.id>, 

diakses 08 Juni 2022. 

https://bawaslu.go.id/en/berita/ketua-bawaslu-beberkan-sejumlah-catatan-

masalah-dalam-pemilu-2019, diakses 26 Juli 2022. 

https://www.sfo.gov.uk/ publications/ guidance-policy-and- protocols/ 

guidance- for-corporates/ deffered-prosecution-agreements.  

Indonesian Corruption Watch (ICW), Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 

2019, https://antikorupsi.org, diakses pada tanggal 11 Juni 2022. 

Mabun, Rocky, Restorative Justice Sebagai Sistem Pemidanaan di Masa 

Depan, http://forumduniahukumblogku.wordpress.com, diakses pada 08 

Agustus 2022   

Musahib, Abd Razak, Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana 

Korupsi. dalam jurnal.untad.ac.id. 

Transparency International, Corruption Perception Index 2019-2021, 

https://www. transparency.org/ en/ cpi/2021, diakses 07 September 

2022. 

 

*** 

Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Minor Melalui Penerapan Prinsip Keadilan
Restoratif
Suyanto Reksasumarta, Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2024 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

http://forumduniahukumblogku.wordpress.com/
http://forumduniahukumblogku.wordpress.com/

